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KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CIMAHI
NOMOR : F00 [ 905 [ sexre [ 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA LAKSANA
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

INSPEKTUR KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi,
perlu adanya Standar Operasional Prosedur untuk
kelancaran dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan
Standar  Operasional Prosedur Tata Laksana
Inspektorat Kota Cimahi dengan Keputusan Inspektur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomorll2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127j;



Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2016 Nomor 207);

14. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA LAKSANA INSPEKTORAT
KOTA CIMAHL

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Laksana
Inspektorat Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut SOP,
dengan daftar SOP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

SOP Tata Laksana Inspektorat Kota Cimahi, sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari uraian dan alur
aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Joli 2018

| INSPEKTUR, (

UNTUNG UNDIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600608 198903 1 009



LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CIMAHI

NOMOR . 700/ 90S [ sexre /[ 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA LAKSANA INSPEKTORAT KOTA
CIMAHI

DAFTAR SOP TATA LAKSANA

Nr No. Nama SOP
1 | Penyusunan Rencana Strategis
2 | Penyusunan Rencana Kerja
3 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
4 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Inspektorat Kota

Cimahi

Penyusunan Laporan Kinerja

Pengumpulan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pengumpulan Data Kinerja

10 | Pengajuan Pencairan Anggaran (NP2D/LS)

11 | Pertanggungjawaban Belanja

12 | Pelaporan Keuangan Bulanan

13 | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung
14 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

15 | Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan

16 | Pengelolaan Surat Masuk

17 | Pengelolaan Surat Keluar

18 | Pengelolaan Arsip (Surat, Dokumen, Laporan, dll)

19 | Pengelolaan Absensi /Kehadiran Pegawat

20 | Pemantauan Kinerja Aparatur

21 | Penilaian Prestasi Kerja (Reward And Punishment)

22 | Penyusunan Peta Kompetensi APIP

23 | Peremajaan Data Kepegawaian

24 | Pengajuan Karpeg/Karis/Karsu

25 | Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

26 | Penyiapan SKUMPTK

27 | Pengajuan Kenaikan Pangkat

28 | Pengajuan Pensiun

29 | Pengajuan Penghargaan ASN

30 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas

31 | Pengelolaan Perjalanan Dinas

| 32 | Pembuatan Surat Perintah/Tugas

NelfodENRleriie)

{ INSPEKTUR, L
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UNTUNG UNDIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600608 198903 1 009



LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CIMAHI

NOMOR . 700/ 905/ Sewie/ 2018

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA LAKSANA
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

CIMAHI
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA LAKSANA
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

2018

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
INSPEKTORAT

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Gedung B Lantai II
Kota Cimahi
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